SALINAN

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun
2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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10.

11.

12.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2012 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2022 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 6 Tahun
2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
2022 Nomor 6);



Menetapkan

13.

14.

15.

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 5 Tahun
2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan
Hilir Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022
Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022 Nomor 21);

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2022
tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2022,

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdiri atas:

1.

Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 129.154.937.419,75
b. Dana Perimbangan Rp 1.505.271.408.238,00
c. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Rp 141.598.411.800,00
d. Transfer Antar Daerah Rp 137.509.028.765,00
e. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Rp 1.913.533.786.222,75
Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai Rp 731.991.696.631,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 604.919.586.176,00
3) Belanja Bunga Rp 0,00
4) Belanja Subsidi Rp 0,00
5) Belanja Hibah Rp 87.957.423.238,00
6) Belanja Bantuan Sosial Rp 35.359.769.342,00

Rp 1.460.228.475.387,00



b. Belanja Modal
1) Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga
1) Belanja Modal

d. Belanja Transfer
1) Bagi Hasil

2) Belanja Bantuan Keuangan Antar
Daerah/Kabupaten/Kota

3) Belanja Bantuan Keuangan
Kabupaten/Kota KeDaerah Provinsi

4) Belanja Bantuan Keuangan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Kepada
Desa

Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayan Daerah
b. Pengeluaran Pembiayan Daerah

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan

Pasal 2

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp

Rp.

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

375.852.295.604,97
375.852.295.604,97

837.558.860,00
837.558.860,00

4.310.661.420,00

0,00

0,00

264.818.730.773,00
269.129.392.193,00

2.106.047.722.044,97
(192.513.935.822,22)

197.121.078.792,77
0,00

Rp

197.121.078.792,77

4.607.142.970,55

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 25 Oktober 2023
BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 36
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